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INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTAATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Tahun Anggaran 2013, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tanggal ,.
19 Juni 2014 Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 dengan Nomor Temuan 27
mengenai pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada Badan Penanaman Modal dan
Promosi Provinsi DKI Jakarta tidak menunjukkan kondisi yang senyatanya sehingga terdapat
kelebihan Pembayaran senilai Rp 30.079.246,00 (tiga puluh juta tUjuh puluh sembilan ribu dua
ratus empat puluh enam rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Untuk

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta

KESATU Melakukan pengawasan secara lebih optimal atas pengeluaran balanja perjalanan
dinas.

KEDUA Memerintahkan PPK, PPTK dan pelaksana perjalanan dinas untuk lebih cermat
dan optimal dalam melakukan pengawasan atas kegiatan yang dikelolanya.

KETIGA Memerintahkan para pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan
belanja perjalanan dinas yang belum didukung bukti pertanggungjawaban berupa
harga tiket senilai Rp 171.128.825,00 (seratus tujuh puluh satu juta seratus dua
puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

KEEMPAT: Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah KhUSUSr
V . Ibukota Jakarta,
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Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta


